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PUTUSAN
NOMOR : 71 /PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

Durian, Gg. Partam, Kelura Marihat  Jaya,

perkara antara : E
RITA Br. SILALAHI, perempuan, 47 tahun, Pegawai Negeri iil , beralamat di Jalan

Kecamatan Siantar Marimbun a Pematangsiantar,
selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT ;

LAWAN

, semula

JOLLIS SAHAT HALOMOAN SIDAURUK, | \ agama Kristen Protestan, umur
Sipil (PNS), beralamat di Jalan
or : 21 A Kelurahan Suka Maju,

55 tahun, Pegawai

Nenas Gang Ke
Kecamatan Sian rihat, Kota Pematangsiantar, dalam hal
ini diwakili uasanya : PORDINAN NAPITU, SH dan
SANTO S C&RANG, SH, Advokat, berkantor di Jalan
Narumonda Bawah Nomor : 74 Pematangsiantar, berdasarkan
Surat Ku Khusus tertanggal 17 April 2016, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar tanggal 19 April 2016 dibawah Register

of: 97/ L/ SK/ 2016 / PN. Pms, selanjutnya disebut

sagai : TERBANDING ,semula PENGGUGAT ;

Pen I Zinggi Tersebut ;
Te

mbaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 71
/PDT/ . MDN tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan majelis hakim untuk
memeriksaydan mengadili perkara ini;

q elah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta
turun resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 45 /
Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 27 Oktober 2016 ;
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TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April
2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar
pada tanggal 19 April 2016 dibawah Register Nomor : 45 / Pdt. G / 2016 / PN. Pms,

telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira bulan Januari tahun 1989, Penggugat telahwmelangsungkan
pernikahan dengan Almarhum Flora Br. Sinurat di Gergja ia Kristen Batak

Protestan Suka Maju, Kota Pematangsiantar yang dikaruni (lima) orang anak.

2. Bahwa pada tahun 2007, istri Penggugat yaitu Alm, r. Sinurat meninggal

dunia. %

3. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat melan gkan pernikahan dengan
Tergugat di Gereja Pantekosta di Indonesia y eralamat di Jalan Lapangan

Bola Atas, Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat
Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP /[/GPDI / 2009, tanggal 07 Oktober
2009, juga sebagaimana telah dicm i Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb

/ 2009, tertanggal 29 Oktober Z%xwa dengan demikian perkawinan antara
s

Penggugat dengan Tergugat ah menurut Undang - Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawir&

4. Bahwa sejak perkawinan t but, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah

dan dalam keadaan damai,serta dalam keadaan akur, namun Penggugat dan

Tergugat tidak dikarunWe.mrunan.

5. Bahwa setelah u Wwinan Penggugat dengan Tergugat berkisar 4 (empat)

bulan atau s lan Februari 2010, Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar da k dalam keadaan akur, hal demikian dipicu oleh sikap
Tergugat tew kelima anak Penggugat yang tidak tidak mau membiayai biaya
a

sekolah fan ri Penggugat, walaupun seluruh penghasilan dan atau gaji
Peng elalu diserahkan kepada Tergugat agar dipergunakan untuk
me ebutuhan rumah tangga dan membiayai anak - anak Penggugat.

6. agPenggugat telah berulangkali mencoba mendiskusikan, memberikan

Qﬁ:h t kepada Tergugat secara baik - baik, namun Tergugat tidak pernah mau
dengarkan Penggugat dan terkesan melakukan tindakan - tindakan yang

sangat bertentangan dengan keinginan Penggugat.
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7. Bahwa hal tersebut terbukti, karena setiap kali anak - anak Penggugat meminta
biaya pendidikan, Tergugat tidak pernah memberikan sehingga tindakan Tergugat

terkesan mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga.

8. Bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi akur, maka sekira
bulan Agustus 2013, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan memilih
tinggal terpisah dan tidak lagi pernah kembali ke rumah Penggugat, walaupun
Penggugat sudah berulang - ulang meminta Tergugat untukskembali namun
Tergugat menolak dan tetap tinggal terpisah dari Penggug ahkan Tergugat
sendiri telah membangun rumah permanen dialamat Tergugat sekarang yang juga
menandakan bahwa Tergugat tidak lagi mempunyai @ tuk kembali bersama
Penggugat.

9. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Terg idak lagi mencapai tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga yan gia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, serta rumah 4angga Penggugat dengan Tergugat
tidak dapat dipertahankan lagi dikarena@h tidak ada lagi kecocokan dan
keharmonisan rumah tangga yang dis adanya perselisihan, pertengkaran
dan / atau percekcokan yang sering @us menerus terjadi antara Penggugat

dan Tergugat sejak awal perkawinam,sampai dengan diajukannya gugatan ini

apalagi ditambah dengan tindak ugat telah meninggalkan Penggugat.

10. Bahwa Penggugat telah mer&etegasan / kepastian dan pertanggungjawaban

dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas terutama

sekali masalah pembia ndidikan anak, akan tetapi selalu saja Tergugat

tidak pernah memb waban penyelesaian dan terkesan mengabaikan

komunikasi kepada Peggugat.

11. Bahwa PengguN h berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan

rumah tangga mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan

rumah tangga

keutuha eharmonisan rumah tangga melainkan Tergugat sendiri telah
memilih tidak Jagi kembali ke rumah Penggugat.

12.Ba an demikian selama berlangsungnya perkawinan, Tergugat juga tidak

pfara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki

nuhi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat serta anaknya yang

snya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu  perkawinan yang

Q\, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dan terjadi
pertengkaran secara terus menerus yang tidak lagi terselesaikan.
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13. Penggugat memajukan gugatan cerai ini mendapat persetujuan dari seluruh anak
kandung Penggugat dibuktikan dengan surat pernyataan serta surat permohonan

dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar (terlampir).

14. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi
untuk dipertahankan dan Penggugat cukup mempunyai alasan untuk mengajukan
gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang - Undang
Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan percéraian harus ada
cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rokun sebagai suami
isteri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun yaitu sejak

Agustus 2013 sampai gugatan ini dimajukan.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan seraya memutus

perkara ini dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di
Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas,
Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan
Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPDI / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga
sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009
tertanggal 29 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya.

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex

aequo et bono).

Menifhbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memperjkarrjawaban pada pokoknya sebagai berikut :
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DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak cermat dan bertentangan

dengan hukum acara yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :
I Tentang Gugatan Kabur ;

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 3 menyatakan telah dicatatkan di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pem gsiantar dengan
Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 20009.

Bahwa menurut hukum setelah adanya putusan per maka Panitera

ia
Pengadilan atau Pengadilan kepada Pegawai@ at yang ditunjuk
u

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Pengadilan kepada
Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu i ydan Pegawai Pencatat
mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daft ng diperuntukkan untuk itu
dan pada prakteknya dimintakan serta dituangkantdalam petitum Penggugat (vide
pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomo@]un 1975 tentang Pelaksanaan

Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974\tentang Perkawinan yang menyatakan :

1) Panitera Pengadilan atau Pejab gadilan yang ditunjuk berkewajiban
mengirimkan satu helai salinan put ngadilan sebagaimana dimaksud pasal
34 ayat (1) yang telah mempu%kuatan hukum yang tetap / yang telah

dikukuhkan tanpa bermeterai m Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu
terjadi dan Pegawai Pencata&hdaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar
yang diperuntukkan untuk®itu) dikarenakan suatu perceraian dianggap terjadi
beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar
perceraian kantor pe n oleh Pegawai Pencatat (vide pasal 34 ayat 2
Peraturan Pemerintah mor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor :M n 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : 2) Suatu
perceraian diaiggap) terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat
pendaftara pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat
kecuali r?ereka yang beragala Islam terhitung sejak jatuhnya putusan
Pengad@ama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Yang
mana%kan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan tersebut diperbuat
didasarkan pada amar putusan yang ternyata Penggugat tidak ada mendalilkan
am posita atau petitum gugatan sedangkan menurut hukum Pengadilan

ak dapat memutus lebih dari yang dituntut sehingga dapat mengakibatkan

ketidak pastian apabila adanya putusan dalam perkara aquo yang didasarkan
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pada petitum Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam

perkara aquo adalah kabur.
Il. Tentang lzin Perceraian ;

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menurut hukum PNS
yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan
lebih dahulu dari Pejabat (vide pasal 3 Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia
Nomor : 10 tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Per iafv Bagi Pegawai
Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 / 1990 Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tent in Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 6

- Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan t ypoermohonan dari Dinas
Pendidikan Kota Pematangsiantar sebagaimana ita Penggugat angka 13 yang
menyatakan : “Penggugat memajukan gugatanscerai ini mendapat persetujuan
dari seluruh anak kandung Penggugat dibuﬂﬁ@ dengan surat pernyataan serta
surat permohonan dari Dinas Pendidikan KetaJPematangsiantar (terlampir) tanpa
menerangkan apakah surat permo rsebut merupakan izin atau surat
keterangan dari pajabat / atasal @Agat maka jelas telah bertentangan

dengan hukum dikarenakan yang.di atkan adalah izin atau surat keterangan,

sedangkan yang didalilkan PN& t adalah Surat Permohonan dari Dinas

Pendidikan Kota Pemata&ar dan menurut hemat Tergugat Surat

Permohonan tidak sama / bukanlah izin atau Surat Keterangan ;

- Bahwa izin atau surat ketetangan dari pejabat / atasan Penggugat mutlak harus

dipenuhi terlebih dath?belum Penggugat mengajukan gugatan perceraian
dalam perkara aq\d? dengan demikian gugatan Penggugat telah dimajukan
din

belum waktunya /M

lll. Tentang Tidak Jelas ;

i (premature).

- Bahwa dalamyposita Penggugat angka 3 menyatakan : “Bahwa pada tahun 2009
Penggugat meélangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Gereja Pantekosta di
Indonési ng beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas Kota Pematangsiantar
se mana dimaksud dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor : 56 / SPP /

/92009 tanggal 07 Oktober 2009 juga sebagaimana telah dicatatkan di

Qﬂt Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan

a Perkawinan Nomor ; 363 / Tamb / 2009 tertanggal 29 Oktober 2009, bahwa
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dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah

menurut Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa ternyata didalam petitumnya Penggugat tidak ada mendalilkan dan atau
meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat adalah sah menurut Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974
tentang Perkawinan karena Penggugat hanya mendalilkan ... putus karena
perceraian sebagaimana petitum Penggugat angka 2 dan anhgka 3 sehingga
posita dan petitum Penggugat diperbuat dengan bertentangam, dan patut untuk
dinyatakan tidak dapat diterima (vide Jurisprudensi MARI Nemor : 1075 K / Sip /
1990 tanggal 8 Desember 1982 dalam pertimbangangya menyatakan : “P.T. tidak
dapat menerapkan hukum, karena petitum bertentangan“dengan posita gugatan,
gugatan tidak dapat diterima”).

- Bahwa petitum Penggugat angka 2 dan angka‘3imenyatakan :

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di
Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas,
Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberkatan
Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GPDI / 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga
sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Pematangsiantar dengan Akta Perkawinan Nomor : 363 / Tamb /
2009 tertanggal 29 Oktober 2009 putus karena perceraian dengan segala
akibat hukumnya.

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena

perceraian.

Bahwa petitum “Renggugat tersebut yang diperbuat dengan berulang
mengakibatkan gpetitthn Penggugat menjadi tidak jelas (vide Jurisprudensi MARI
Nomor : 582 K&, Sip / 1973 tanggal 18 Desember 1975 dalam pertimbangannya
menyatakany,  /Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus
dinyatakén tidak dapat diterima”).

Bahwa™dengan demikian gugatan Penggugat telah diperbuat dengan tidak
senipurna karena diperbuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untuk
dinyatakan tidak dapat diterima (vide Jurisprudensi MARI Nomor : 447 K/ Sip /
1976 tanggal 20 Oktober 1978 dalam pertimbangannya menyatakan : “Gugatan
yapg tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan

harus dinyatakan tidak dapat diterima”).
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Berdasarkan uraian - uraian sebagaimana disebutkan diatas, mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam b sebagaimana

disebutkan diatas dianggap termasuk juga dalam jawa ok perkara ini.

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan

gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui d
berikut ini Q/

- Bahwa keberatan Tergugat terhadap dalil @i Penggugat dalam perkara
aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengg al 2,3dan4:
- Bahwa benar Tergugat menikal Penggugat yang saat itu berstatus
duda dan mempunyai 5 (lima) @rang/anak.

ngkal seluruh dalil

takan dengan tegas

- Bahwa benar dalam p

dikaruniai keturunan, <}\t tapi Penggugat yang tidak ingin punya

keturunan dari Tergugdat, ukti dari sikap Penggugat yang apabila diajak

berobat ke dokter sélalu mengatakan “ya, bulan depan”, tetapi tidak pernah
an malah Tergugat selalu dibawa ke tukang kusuk

n Penggugat dengan Tergugat tidak

sama sekali diwu

dan tukang ku ngatakan bagus kandungan Tergugat tapi sudah

lemah dan terak

kampung N{
menge@pakah seseorang itu bisa punya keturunan atau tidak dan
Terg k merespons karena bertentangan dengan iman Tergugat.

Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa di

nnya Samosir ada orang pintar yang bisa untuk

Tergu justru mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan
ngarng

gap kelima anak Penggugat sebagai anak kandung Tergugat.

2. %erhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 10, 12 harus ditolak
.y

% kesampingkan dengan alasan :
- WBahwa dalil Penggugat tersebut telah diperbuat dengan tidak berdasar

karena dalil tersebut seakan - akan menunjukkan / mengakui bahwasannya
Penggugat menikahi Tergugat adalah bertujuan untuk membiayai anak
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Penggugat, bahwa adalah kewajiban Penggugat untuk menafkahi anak -

anak Penggugat akan tetapi karena Tergugat telah diperistri Penggugat
maka Tergugat berupaya untuk menjadi ibu kepada anak - anak Penggugat
dimana seluruh hak dan kewajiban anak - anak Penggugat telah dipenuhi
Tergugat selaku ibu dari anak - anak Penggugat dimana khususnya
mengenai biaya - biaya yang dibutuhkan dalam rumah tangga tersebut
diupayakan untuk terpenuhi oleh Tergugat kar gaji Tergugat
“dikorbankan” untuk pemenuhan biaya - biaya dan utuhan Penggugat

dan anak-anak Penggugat karena gaji Pengguga diberikan kepada
Tergugat tidak dapat memenuhi pengeluaran r@a gga Penggugat dan

sesuai dengan gaji yang seharusny. a terlalu besar potongan

Tergugat.
- Bahwa gaji Penggugat yang diberikan %%Tergugat tidak pernah
te

Penggugat di Koperasi Sekolah. Akan i Tergugat selalu berusama

menolong pembiayaan keluarga ugat dalam hal ini adik dan
keponakan dari Penggugat.

- Bahwa saat Tergugat menik@gan Penggugat status anak - anak

Penggugat masih mengenyal ndidikan, yaitu :
- Anak | yang bernama D, , kuliah di Nommensen semester IIl (tamat
tahun 2012).

- Anak Il yang berna ONIKA, kuliah di Akademi Kebidanan (tamat tahun
2012).

- Anak lll yang bemiama MARIANI, sekolah di SMA Negeri I, Kelas | SMA
(Semester | 2013).

AN

- Anak IV bernama HERNANI, sekolah di SMP Negeri 3, Kelas | SMP
(Kelas 11I'SMA tahun 2013).

( SMP tahun 2013).

%muanya membutuhkan biaya sangat besar dimana pengeluaran yang
eluarkan Tergugat untuk biaya pendidikan anak - anak dan biaya hidup

%bih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, dan ada
saatnya pengeluaran untuk pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

- A@ ang bernama DEONARDUS, sekolah di Budi Mulia, Kelas V SD
las Ml

juta rupiah) saat tahun ajaran baru dimulai, sedangkan gaji Tergugat tidak

sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
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- Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berencana
membeli mobil dengan sumber dana direncanakan menunggu keluar uang
sertifikasi Penggugat yang jumlahnya Rp. 29.000.000,- (dua puluh
sembilan juta rupiah). Pada saat uang sertifikasi Penggugat tersebut
keluar, disepakatilah mobil yang akan dibeli adalah 1 (satu) unit mobil merk
Kijang Grand Extra tahun 2005 warna biru dengan harga Rp. 66.000.000,-
(enam puluh enam juta rupiah). Melihat keadaan wa uang untuk
membeli mobil tidak cukup yang mana uang y ada hanya Rp.
29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) }vﬂgat mengusulkan
kepada Tergugat untuk meminjam uang ke k Atas usul tersebut
Tergugat menolaknya dan akhirnya Terga?at untuk menggunakan

@n penarikan uang arisan

tersebut bukan pada saat itu juga ada me an harus menunggu untuk

penarikan uang arisan yang diikuti Tergug

beberapa waktu. Atas hal itu akhirnya gat rela untuk mendahulukan

Nng emas milik Tergugat dan ibu
Tergugat, gelang emas milik Tergdgat dan ibu Tergugat, kiwang emas milik

uangnya dengan cara menggadaik

Tergugat dan ibu Tergugat ya nya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah). Karena t ikut juga menggadaikan perhiasan
milik ibu Tergugat seperti Blersebut diatas, maka otomatis Tergugat
membayar arisan ters %ara cicil setiap bulannya untuk menebus
kembali perhiasan ter&yang mana pembayaran dari penarikan arisan
tersebut dilakukan i gaji Tergugat. Akibatnya gaji Tergugat sudah habis
karena setiap b arus membayar uang arisan tersebut yang sudah

Tergugat tarik

mnya untuk membeli mobil seperti yang tersebut

diatas yang dipakaihPenggugat sampai saat ini.

- Bahwa s

ggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mempunyai

pelihar atang babi yang mana kemudian tanggung jawab dalam

pem nnya menjadi tanggung jawab Tergugat, dan dalam

p iharaan binatang babi tersebut juga membutuhkan biaya yang

kesemuanya hanya didasarkan pada gaji Penggugat dan Tergugat saja,

%\gga Tergugat selalu berupaya agar kebutuhan sehari - hari dalam
al

h tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak - anak Penggugat

Q%ﬂak terganggu dan dapat berjalan.

- Bahwa selama memelihara babi tersebut telah mengakibatkan penglihatan
Tergugat terganggu, karena telah mengakibatkan adanya kerusakan mata

Tergugat sehingga untuk sehari - harinya Tergugat menggunakan
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kacamata dan disarankan oleh dokter agar menjauhi asap sedangkan

untuk memasak makanan babi tersebut menggunakan kayu bakar yang
menghasilkan asal yang cukup banyak, akan tetapi Tergugat tetap
melaksanakan tanggung jawab Tergugat tersebut karena merasa bahwa itu

semua adalah untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada saat 1 (satu) minggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan

rumah, ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, P ugat menjual
peliharaan babi tersebut dan uangnya tidak diserahk enggugat tanpa

alasan yang jelas. Q

Bahwa bahkan saat Tergugat membiayai pe @ n cincin kawin yang

digunakan oleh Penggugat berupa mas %at dan juga Tergugat
membelikan ibu Penggugat 1 (satu) buah*¢i mas london dengan berat

1 (satu) mayam.

Bahwa ternyata pengorbanan Ter\&t tersebut tidaklah cukup bagi

mengajukan gugatan perceraian

Penggugat hal mana terlihat Pengg

dalam perkara ini terhadap diri

w

Bahwa terhadap dalil gugat gugat angka 8, 9, 11, 14 harus ditolak

dan dikesampingkan den n

- Bahwa Tergugat pergi %mah karena Penggugat tidak menunjukkan
sikap sebagai kepala keltarga / suami, hal mana Penggugat tidak
menyerahkan gajik% Tergugat sedangkan kondisi gaji Tergugat masih
dipergunakan dala embayaran (arisan / tawaran di sekolah) untuk
membeli mobil ingga Tergugat tidak dapat belanja kebutuhan rumah
tangga Peﬁ@ dan Tergugat dan yang lebih menyakitkan Tergugat
adalah masakan yang dimasak oleh anak - anak terkadang
disimpa@ mau juga diantar kerumah orang tua Penggugat yang
jarak rdekatan dengan rumah Penggugat dan juga anak - anak
P t tidak menunjukkan rasa hormat lagi kepada Tergugat dan tidak

i berbicara dan berkomunikasi dengan Tergugat sehingga Tergugat
ésa tidak nyaman lagi untuk tinggal dirumah mereka.

hwa akibatnya adalah Tergugat menumpang makan dirumah saudara

Q laki - laki Tergugat yang kebetulan juga orang tua Tergugat tinggal
serumah dengan saudara laki - laki Tergugat tersebut bahkan juga sesekali

menumpang makan dan meminjam uang dari teman - teman Tergugat
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dikarenakan Tergugat tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan
Tergugat dikarenakan Tergugat telah dikucilkan Penggugat dan anak -

anak Penggugat.

- Bahwa Penggugat tidak pernah mau mengerti akan kondisi Tergugat
dimana Penggugat selalu mencari alasan - alasan untuk menyalahkan
Tergugat.

- Bahwa Tergugat telah bertindak sebagai istri bagi P%t dan ibu bagi
anak-anak Penggugat sehingga dalil yang dibeii leh Penggugat
tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Pe - hanya mencari -
cari alasan untuk pembenaran diri Penggugat @ esuai dengan fakta.

- Bahwa dengan demikian berdasarkan u kta yang disampaikan
Tergugat diatas maka Tergugat memp j alasan yang sah untuk
meninggalkan Penggugat karena Pengg idak lagi menunjukkan sikap
sebagai kepala keluarga / suami\@ngga sementara waktu untuk
memulihkan kondisi fisik dan psikis Térgugat perlu waktu untuk instropeksi
diri bagi Penggugat dan Ter@ ang mana ternyata telah dijadikan

Penggugat sebagai alasan dal gatan perkara aquo maka terlihatlah

Penggugat tidak ada men fungsinya sebagai suami bagi Tergugat

juga Penggugat tidak p;?hq{ enanyakan keadaan Tergugat serta tidak

membiayai Tergugat ngkan dalam daftar gaji Penggugat jelas

Tergugat terdaftar agai istri dan Penggugat menerima kenaikan jumlah
gaji dikarenakan tunjangan istri dan jelas perbuatan Penggugat

merupakan pe?ﬁﬂ melawan hukum yaitu berupa penelantaran yang
selanjutnya akan\Tergugat tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku
dalam hal n& ak Kepolisian Negara RI.

m eftahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana
@da saat dipertemukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 pada

%}v Februari 2016 jelas Penggugat ngotot untuk berpisah dengan
rgugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

- ahwa juga upaya yang dilakukan Tergugat yaitu pernah menghubungi
Q marga Sidauruk dengan maksud untuk mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia untuk bertemu

langsung hingga akhirnya upaya perdamaian tersebut gagal. Bahkan
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pernah juga seseorang bermarga Manullang menawarkan diri kepada

Tergugat untuk diusahakan berdamai antara Penggugat dan Tergugat.
Atas tawaran tersebut, Tergugat setuju mengingat bahwa marga Manullang
tersebut adalah seseorang yang dianggap hamba Tuhan dan juga orang
tua bagi Tergugat namun lagi - lagi upaya tersebut hasilnya nihil
dikarenakan Penggugat tidak ada itikad baik untuk kembali bersama

dengan Tergugat bahkan saat ibu Tergugat meningg unia, Penggugat
tidak ada mengucapkan belasungkawa dan / atau m t atau menghadiri

kegiatan adat pengebumian ibu Tergugat. Y‘
- Bahwa gugatan Penggugat yang diperbuat de @ ak cermat dan tidak
sesuai fakta belumlah memenuhi unsur s% ana ketentuan hukum

yang berlaku dan juga Penggugat berkewaj
dalilnya. &

- Bahwa Penggugat memajukan dasxrl:kum dalam perkara ini yaitu

ntuk membuktikan dalil -

Undang - Undang Nomor : 1 t@ 4 akan tetapi yang dimajukan
Penggugat hanyalah sebatas _yal enguntungkan Penggugat tanpa
pernah mencantumkan keselur fungsi dan tanggung jawab sumi
dalam sebuah rumah tangga“yang juga diatur dalam Undang - Undang
Nomor : 1 tahun 1974& but yang ternyata telah tidak dipenuhi /

dilaksanakan oleh Pel&ﬂ.

- Bahwa ketentuan p;al 1 Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan men . “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria d anita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Ma\ a”, yang ternyata Penggugat tidak menunjukkan

bahwa:@ rumah tangga yang dibina dengan Tergugat adalah
n

bertujual mbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berda: an Ketuhanan Yang Maha Esa.

4, a selain hal - hal tersebut ternyata Penggugat tidak ada mendalilkan
%\ang nafkah Tergugat selaku istri dari Penggugat, tidak ada
endalilkan apa - apa saja yang merupakan harta bersama antara
%Penggugat dan Tergugat hal mana menunjukkan adanya itikad tidak baik
Q dari Penggugat untuk menghilangkan hak - hak tergugat selaku istri dan
juga harta - harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama

perkawinan Penggugat dan Tergugat.

halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor: 71/PDT/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila ketentuan pasal 1 Undang - Undang Nomor : 1 tahun
1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat
tidak dapat dipertahankan lagi dan juga Penggugat sangat ingin berpisah
dengan Tergugat walaupun diperbuat dengan alasan yang tidak sah,

maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi

didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Gipana perkawinan
Penggugat dan Tergugat terlihat telah meng ng cacat dalam
pelaksanaannya, sehingga dengan demikian pe an tersebut tidak
dapat dipertahankan lagi dan tentu dengan s ibat hukumnya yaitu
berupa pemenuhan nafkah Tergugat seti nya sejak didaftarkan
gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan rifPematangsiantar sampai
adanya putusan yang berkekuatan hu tetap dan putus apabila
Tergugat menikah (vide pasal 41 huru ndang - Undang Nomor : 1

tahun 1974 tentang Perkawinan Mmenyatakan : Akibat putusnya

perkawinan karena perceraian ialah:)(c). Pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk erikan biaya penghidupan dan / atau
menentukan sesuatu kewajib gi bekas istri, jo. pasal 24 ayat 2 huruf
a Peraturan Pemerinta . 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang - Undang ?h\ 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
Ze:m

menyatakan : (2). a berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan dapat : (a).
Menentukan na yang harus ditanggung oleh suami, jo. pasal 8 ayat 1,

3, dan 7 Pe Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun

1983 tentang lziy Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

jo. PeraN emerintah Nomor : 45 / 1990 tentang Perubahan

Atas 'ntah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 tentang

1zi rkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang
nyatakan : (1). Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai

egeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk
nghidupan bekas istri dan anak-anaknya, (3) Apabila dari perkawinan

ersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh
%Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari
Q gajinya, (7). Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi

hapus terhitung mulai ia kawin lagi).
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Bahwa juga untuk menjaga kepentingan harta - harta bersama
Penggugat dan Tergugat adalah patut agar Majelis Hakim dalam perkara
ini dapat meletakkan Sita Marital atas harta bersama Penggugat dan
Tergugat dan barang - barang yang menjadi hak Tergugat khususnya
untuk menjamin terpeliharanya barang - barang yang menjadi hak
bersama Penggugat dan Tergugat atau barang-barang yang menjadi hak
Penggugat atau Tergugat (vide pasal 37 Undang - “®pdang Nomor : 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatak%l?nla perkawinan
putus karena perceraian, harta bersama dial nurut hukumnya
masing - masing, jo. pasal 24 ayat 2 hur raturan Pemerintah
Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaa g - Undang Nomor : 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yan epyatakan : (2) Selama
berlangsungnya gugatan perceraian ata mohonan Penggugat atau
Tergugat, Pengadilan dapat : (c). Mene an hal - hal yang perlu untuk
menjamin terpeliharanya baran Ng yang menjadi hak bersama
suami istri atau barang - barang yang menjadi hak suami atau barang-
barang yang menjadi hak mn Pedoman Teknis Administrasi dan

Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus, Buku I, Edisi
2007, Mahkamah Agun%karta 2008, him. 85 yaitu atas : 1 (satu)
unit mobil Kijang Gra N Tahun 2005, warna bhiru, yang saat ini ada
pada Penggugat. K

6. Bahwa sebagaima raian Tergugat diatas dimana Penggugat adalah
Pegawai Negeri Sigil dan telah tidak menunjukkan tanggung jawabnya
sebagai suam n kepala keluarga dan sampai jawaban ini dimajukan
tidak per mperhatikan kebutuhan Tergugat maka telah cukup
alasan selama berlangsungnya gugatan perceraian ini Majelis
Haki memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya
me n / memutuskan agar Penggugat berkewajiban memberikan
@ enghidupan kepada Tergugat sebesar ¥z (satu perdua) dari gaji

n

ugat untuk setiap bulannya yang akan diterima oleh Tergugat dari
%\dahara tempat Penggugat bekerja sampai putusan dalam perkara ini

%( emperoleh kekuatan hukum tetap.
wa sebagaimana dalil Tergugat diatas maka gugatan Penggugat telah
di uat dengan tidak cermat dan tidak berdasar maka mohon kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berkenan menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya atau
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setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau apabila
Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in goede justitie) mohon
diputuskan seadil - adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-
tengah masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Pematang Siantar Nomor 45 /Pdt.G/2016/PN.Pms tang 7 Oktober 2016

telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI QZ
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruw

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat deng@gat yang dilangsungkan di
Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatdi Jalan Lapangan Bola Atas,

Kota Pematangsiantar sebagaiman ud dalam Surat Pemberkatan

Pernikahan Nomor : 56 / SPP / GP 2009, tanggal 07 Oktober 2009, juga

sebagaimana telah dicatatkan di @Dinas Kependudukan dan Pencatatan
t

Sipil Kota Pematangsiantar de a Perkawinan Nomor : 363 / Tamb /

2009 tertanggal 29 Oktober putus karena perceraian dengan segala
akibat hukumnya. &\
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena

perceraian.

4. Menghukum Terg uk membayar ongkos perkara yang hingga putusan
ini diucapkan% h Rp.571.000,- ( lima ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah ) \

Setelah meerturut-turut :

:aaan Permohonan Banding Nomor 45 /Pdt.G /2016/PN.PMS

opember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera

1. Risalah e
tangg
Pe ilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Tergugat

atakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Qm 96 /Pdt.G/2014/PN-Tjb, tanggal 27 Oktober 2016;
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2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penggugat
melalui kuasa hukumnya PORDINAN NAPITU ,SH tanggal 06 Desember 2016 ;

3. Memori banding dari Tergugat / Pembanding bertanggal 21 Desember 2016 yang

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21

Desember 2016 ;

4. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Penggugat /
Terbanding, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusit anti Pengadilan
Negeri Pematang Siantar , disampaikan melalui Kuas ordinan Napitu, SH

tanggal 11 Januari 2017 ;

5. Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Pen%ﬂerbanding tanggal 19
Januari 2017 yang diterima diKepaniteraan Peng Negeri Pematang Siantar
tanggal 19 Januari 2017 ;

6. Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Tergugat
/ Pembanding , yang dibuat dan ditanda,tangani Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri Pematang Siantar tanggal 06@“ 2017.
7. Relas Pemberitahuan Membaca be erkara kepada Tergugat / Pembanding

yang dibuat dan ditanda tangxleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
u

Pematang Siantar tanggal 06& 12017 ;

8. Relas Pemberitahuan mbaca berkas perkara kepada kuasa hukum
Penggugat / Terbandin ibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Pe Siantar tanggal 06 Pebruari 2017 ;

N

Menimban@wa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding telah
diajukan dalam ng waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

TENTANG HUKUMNYA

dalam undang ndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

yuridis f pat diterima ;

bang bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori banding

tan tarfiggal 21 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan
TQMedan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :
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1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak — tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke

verklaard ) ;
- Membebankan kepada Penggugat semua ongkos perka@ timbul dalam
perkara ; V.

Apabila Pengadilan berpendapat lain , maka Penggu@nohon putusan yang

seadil — adilnya ( ex.aequo et bono ) ; %

Menimbang , bahwa kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra
Memori banding tertanggal 19 Januari 2017 yan a pokoknya memohon agar
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan ‘fengadili perkara banding memutus

perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak memori banding dari Pemaho nding untuk seluruhnya ;

- Menguatkan putusan Pengadilan ri Pematang Siantar No.45 /Pdt.G/ 2016
/PN.Pms , tanggal 11 Mei 20 \

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

banding ; 3
Menimbang, bah ah memeriksa dan mempelajari secara seksama

berkas perkara serta turunZ resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
Nomor 45 /Pdt.G/ 2 .PMS , tanggal 27 Oktober 2016 , maupun membaca dan
memperhatikan r@ banding Tergugat / Pembanding dan juga membaca dan
memperhatikan_Kontra’Memori banding dari Penggugat / Terbanding , maka Majelis
Hakim Tingkmmg berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama

i berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan

Pengadilans]ingkat Pertama, telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang
h karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili

per aqtio ditingkat banding;

QMenimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan

Negeri, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak
yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan peraturan lain yang

bersangkutan.
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula at;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang @ Nomor 45 /Pdt.G/
2016 /PN.PMS , tanggal 27 Oktober 2016 yang di banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk ayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam ting anding ditetapkan sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah

Demikian diputus dalam sidang musyaw. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
017 oleh kami : ARIFIN RUSLI
gadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
..MH. dan SUMARTONO, SH.MHum.

gota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Medan pada hari Senin tanggal O
HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi p
Ketua Majelis, AHMAD SUKAND
masing-masing sebagai Hakim-H
mengadili perkara tersebut dala dilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan
i Medan nomor : 71 /PDT./2017/PT.MDN tanggal 13

capkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Wakil Ketua Pengadilan Tin
Maret 2017, putusan ters
hari RABU tanggal 07 17, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi
Hakim Anggota serta M. SIMARMATA, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi N anpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Pembanding atau@asanya dan Terbanding ataupun kuasanya ;.

Hakim - Hakim ta, Hakim Ketua Majelis,

- 1@ - TTD -
AHI\% ANDAR, SH.MH. ARIFIN RUSLI. HUTAGAOL, SH.MH.

-TTD -
SUMARTONO, SH.MHum.
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Panitera Pengganti,

- TTD -
M.SIMARMATA, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp.  5.000;- %
3. Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu r ;

Q
K
QCD
S
S
S
QV'
G
Q
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